BUPA'TI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPAT! SLEMAN

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2.3 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN INTERNAL KORPORASI (CORPORATE BY LAWS)

Menimbang:

Mengingat:

a.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

bahwa berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Bupati
Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal
Korporasi (Corporate by Laws) diatur mengenai tugas dan
fungsi Dewan Pengawas dan Direktur RSUD Prambanan,;

bahwa untuk pengaturan tanggung jawab Dewan Pengawas
dan Direktur perlu ditambahkan ketentuan tentang
tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direktur RSUD
Prambanan pada Peraturan Bupati Sleman

Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal

Korporasi (Corporate by Laws),

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2.3
Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Korporasi

(Corporate By laws) Rumah Sakit Umum Daerah

Prambanan;

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 44);



8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
tefakhif dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
lentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negafa
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemefintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negala
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa  kali  terakhir dengan  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negafa
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentahg
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13,
14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

tentang

Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indohesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan = Lembaran Negafa Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomol 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Pefatufan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan KeUangan Badan Layanan Umum (Lembaran



10.

11.

12,

13.

14.

15.

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelengga
Komite Medik di Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahu
Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
Keputusan Menteri

Nomor  772/Menkes/SK/VI/2002  tentang Pedoman

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);
Kesehatan

raan

n 2015 tentang

Kesehatan

Keputusan Menteri
Nomor HK.01.07 /Menkes/1128/2022 tentang Standar
Akreditasi Rumah Sakit;

Peraturan Dacrah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Pemerintah  Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 11, Tambahahembaran Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman NomoOr 1
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Dacrah Kabupaten Sleman Nomor 157);

Peraturan Bupati Sleman Nomor 55.32 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum
Daerah Prambanan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah
Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 55.32);



16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022 tentang
Peraturan Interna] Koorporasi (Corporate By Laws) Rumah
Sakit Umum Daerah Prambanan (Berita Daerah Kabupaten
Sleman Tahun 2022 Nomor 2.3);

17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah

Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 2.3 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN INTERNAL KORPORASI (CORPORATE
BY LAWS) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAMBANAN.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.3 Tahun 2022
tentang Peraturan [nternal Koorpofasi (Corporate By Laws) Rumah Sakit
Umum Daerah Prambanan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022

Nomor 2.3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (1) :
(1) Dewan Pengawas bertugas:
a. meMmantau perkembangan kegiatan BLUD;
b. menilai kinerja keuangan maupun kinelja non keuangan BLUD
dan memberikan rekomenNdasi atas hasil penilaian untuk
ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari

hasil laporan audit pemeriksa;



memberikan naghat kepada Pcjabat Pengelola BLUD dalam
pelaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah
mengenai:

1. RBA yang diusulkan oleh pe jabat Pengelola;

2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengeiolaan
BLUD; dan

3.  kinerja BLUD.

(2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana

(3)

dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun

sekali dan sewaktu-sewaktu apabila diperlukan.

Dewan Pengawas bertanggungjawab:

a.

fi

menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik
dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui mijsi rumah
sakit;

menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah
sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-
hari;

menyetujui  partisipasi rumah sakit dalam pendidikan
profesional kesehatan dan dalam penelitian serta mengawasi
mutu dari program-program tersebut;

menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan
sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah
sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit;
melakukan evaluasi tahunan kinerja  Direksi dengan
menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan;
mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan
menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program

Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3

(tiga) bulan sckali scrta memberikan umpan balik perbaikan



ang ha i
yang harus dilaksamq n dan hasilnya di evaluasi kembali pada

pertemuan ber,ilgpy ya secara tertulis: dan

m l .
clakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6
(enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan

yang harus dilaksan dan dan hasilnya di evaluasi kembali pada

pertemuan berikutnya secara tertulis,

9, Ketentuan Pasal 31 diubah schingga bertunyi seligai be rikit:

(1)

@)

(3)

(4)

Pasal 31

Persyaratan kualifikasi Direktur

a.

tenaga medis dokter, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi
Spesialis dan berpendidikan Sarjana Strata 2 {dua) rumpun
keschatal / administrasi rumah sakit;

mendudiki jabatan administrator (Eselon IIl) paling singkat 2
(dua) tahun atau jabatan pengawas (Eselon IV) paling singkat 3
tiga) tahun atau sedang menduduki jabatan fungsional paling
rendah jenjang ahli muda paling singkat 2 (dua) tahun;

telah mengikuti dan lulus Diklat Kepemimpinan sesuai dengan
jabatan struktural yang didudukinya, kecuali pejabat fungsional;

dan

tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana

korupsi.

Penilaian kinerja Direktur dilaksanakan oleh oleh Bupati atau

pejabat yang ditunjuk sesual peraturan perundang-undangan.

Direktur mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan
pada RSUD Prambanan.

Direktur dalam melaksanakan tugas mempunyai fungs: sebagai
berikut:

a.
b.

penyusunan rencana kerja RSUD Prambanan;
perumusan kebijakan tekmis penyelenggaraan pelayanan
kesehatan RSUD Prambanan;



Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 25 npyember 2022

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 29 wnpyember 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 46



—— : Garis Komando
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